
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 12 TAHUN 2003 , 

TENTANG 

PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN. 

Menimbang: a. bahwa dengan berlakimya Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang PemerintaJian Daerah, Kelembagnnii 
Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang 

,.» sebelumnya merupakan Kewenangan Pusat menjadi 
'. Kewenangan Daerah Kabupaten; 

b. bahwa guna memberikan kepastian hukum serta 
meningkatkan - pelayanan masyarakat di bidang 
Peruulustrian dan Perdagangan j^erlu mengatur ketentuan 
perizinannya; 

c. bahwa sehubungan dengan ketentuan hal tersebut pada 
huruf a diatas, maka perlu pengaturannya dalam Peraturan 
Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerali Kabupaten Dalam 
Lingkungaii Propinsi Jawa Timur; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acai a 
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambalian 
Lembaran Negara Nomor 3209); 

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, dan 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); Undang-undang 
Nomor 5 Tal iun 1984 tentang Perindustrian (Lembaiaii 
Negara Tahun 1984 Nomor 22, dan Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3274 ; . 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara 1995 Nomor 13, Tambalian 
Lembaran Negara Nomor 3537) ; ' ' 



5. Undang-undang Noiuor 9 Ta lma 199S tentang Usaliu KecU 
(Lembaran Negara Ta lmu 1995 Nomor 74, Tambolinji 
Lembaraii Negara nomor 3611) ; 

. 6. Undang-undang Nomor 22 Tal iun 1999 tentang 
Pemeriutalian Daerali (Lembaran Negara Ta lmn Ta lmn 1099 
Nomor 60, Tambaliein Lembaran Negara Nomor 3839); 

7. Undang-undang Nomor 34 Tal iun 2000 tentang Perubahmi 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerali dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Ta l iun 2000 Nomor 246, Tambalian Lembaran Ib^gHra 
Nomor 4048) ; i 

8. Peraturan Pemerintali Nomor 8 Ta lma 1981 in i i ang 
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Nogaia 
Toliun 1983 Nomor 6, Tambalian Lembaran Ncgma 
Nomor 3258) ; 

9. Peraturan Pemerintali Nomor 13 Ta lmn 1997 tentang Iziji 
Usaha Industri (Lembaran'Niagara tal iun 1997 Nomor 21; 
Tambalian Lembaran Negara Nomor 3352) ; 

10. Peraturan Pemerintali Nomor 25 Ta lmn 2000 t*;ntang 
Kewenangan Pemerintali dan kewenangan Propinsi sobagai 

_ Daerali Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; 
Tambalian Lembaran Negara Nomor 3952) ; 

11. Peraturan Pemerintali Nomor 65 Ta lmn 2001 tentang 
Retribuai Daerali (Lembaran Negara Ta lmn 2001 Noinor 1 
Tambalian Lembaran Negara Nomor 4 1 3 9 ) ; 

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 
Ta lmn 1987 tentang Fembinaan Penyederhaiiaan Ijiii Usalm 
Industr i ; 

13. Keputusan Pi esiden Republik indoiiesia Nomor 41 
Ta lmn 1996 tentang Kawmsan Industr i ; 

14. Kei>utu9aii Menteri Dalaiu Negeri Nomor 4 Tal i im 1907 
tentang PPNS di Ungknngan Pemeriiitalian Daera l i ; '= 

15. Keimtusan menteri Dalam, Negeri Nomor I^S Toiuin I9'i7. 
tentang Pedoman Tata Cara " Pemeriksaan di UiJang 
Retribusi Daera l i ; 

16. Keputusan Menteri Perindustrian " dan Perdagangnii 
Nomor 590/MPP/KEP/10/1999 tentang " Ketentuan don . 
Tata Cora Pemberian Izln Usal ia Industri, Izin Perluasai; 
dan Tanda Daftar Industri ; 

17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangaii, 
Nomor 289/MPP/KEP/10/2001 tentang Ketentuan Stamlar 
Pemberian Surat I a n Usai ia Perdagangan (SIUP) ; 



IS. Kepurusan Menteri Dalam. Negeri dan Otoiiomi Daerali 
Nomor 21 Taluin 2001 tentang Teknik Penyusimnn dan 
Materi Muataii Produk-produk Hukum Daera l i ; 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerali 
Nomor 22 Tdliiui 2001 tentang; Betituk-bentuk FVoduk' 
Hukum Dae in l i ; . , 

20. Peraturan Daerali Kabu'iaten Tinglcat I I Pacitan Nuiaor 7 
Taliun 198S tentang Pciiyidik Pegawai Negeri Sipil 
di Liugkungmi Pemerintah Kabupaten Daerali Tingkot [J 
Pacilaii (Lembaran Daerali Kabupaten Pacitan Talitin 
Nomor 5 Geii D langgal lYOkLobur I9SS). 

Dengan nersetiijuan 
DEWAN PEKWAKIL/.N RAKYAT DAERAIf 

ICABUPATEN PACITAN. 

. . M E M I J T U S K A N : 

; PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN T E M A N G 
PERIJINAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN. 

, DAB I 
KETENTUAN UMUM 

, Paaal 1 

Dalam Peraturan Daerali ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan; 
b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintali Kabi-pritcn . - ^ i i l U t i i : 

c. Kepala Daei'ali, adalali Bupati Pacitan; 
d. Perijinan adalali Perijiiiaii dalam Bidang Industri dan 

Perdagangan yang meliputi Ijin Usaha Industri (UH).-
Surat Ijin Usal ia Perdagangan (SIUP), Tanda DaJtai-
Perusaliaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDO) ; 

e. Badaii adalali sekumpulan orang dan / atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha a i ru iMiu 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroati 
Terbatas , Peisckutuan Komanditer Perseroan laimiya,-
Badan Uaalia Milik Negara atau Daerah dengan nama? 
dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, 
Dana Pensiun, , Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,: 
Organisaai Masaa, Orgaiiiaaai Massa Politik, atau Orgaiiisasi. 
yang sejenia, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk 
badan lainnya ; " , 

f. Pejabat adalali pegawai yang diberi tugas tertentu cU bidang 
Perpajakan Daerali dan/ atau Retribusi sesuai ketentuan 
Perundang-undangaii yang berlaku ; . . . 

g., Perusaliaan Industri adalali Perusaliaan yang melakukan 
kegiatan di bidang Usaiia Industri yang dapat berbentuk 
Peroraiigan, Perseroan, Persekutuan atau Badan Hukum 
laiimya yang berkedudukan'di Wilayali Kabupaten Pacitan ; 



h. Taixda Daftar Industi-i odnleli Tanda Daftai- yang 
diberlakiikan terhadap setiap Industri yangtelali didoltnrknn 
sesuoi dengan Undang-undang Nomor 5 Taljun 1984 : 

i. Perdagangan adalali kegiatan jua l bell barang atau jasa 
yang dilakukan secara te ius menerus dengan tujuan 
mengalilikaii hak atas barang atau j a s a dengan disertai 
iiuljalaii dan/atau kompensasi ; , 

j . Perusaliaan adalali setiap bentuk usal ia yang meiijalajikmi 
setiap jeiiis uaalia yang beislfat tstap dan terus menerus 
clan yang clicUiikan bekerja serta yang berkedudnkan dninin 

. Wilayali Kabupaten Pacitan untuk tujuan ineinperoleh 
keuntungan dan/atau laba ; 

k. Daftar Perusaliaan adalali daftar. catatan rcsmi yang 
diadokan menurut atau berdasarkan keicntnnn 
Undang-undang Nomor 3 Tal iun 1982 don niau 
Peraturan-iieraturaii Pelaksanaannya yang meuiuat bal-Iial 

- yang wajib didoftarkaii oleli setiap perusshaan serta 
disalikon oleli jiejabat yang berweiiang; 

1. Gudang adolah suatu ruangnn tidak bergerak ynng. dnuat 
ditutup dengan tujuan tidak untuk dikurjuiigi oleli uniuiu 
melaiiikan untuk dipokat kl iusus sebagai temjiat 
peuyimpanau barang-barang peruiagaon dan memenuhi 
syorat-syarat - . l a i n yang ditetapkan oleli Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan ; ; 

in. Izin Usal ia Industri (lUI) adalah Iziii Usaliu yang 
diberlakukon setiap peiidirion perusaliaan Industr i ; 

n. Surat Iziii Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Surat Izin 
untuk dapat melaksanakan kegiatan usal ia perdagangan ; 

o. Tanda Daftar Perusaliaan (TDI^ adalali Tanda Daftar 
yang diberlakukan terhadap setiap perusahaan yang 
telali didaftarkan sesiioi dengan Undang-undang tVoruorid 
Taluin 1982 ; 

p. Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah suatu totida 
pendaftaron yang diberlakukan terliadap setiap perusphaan 
maupun perorangon yang memilild dan/atau menguasai 
gudang; 

q. Surat Ketetapan Retribusi Daerali yang disingkat SKRD 
adalali Surat Ketetapan yang meneutukan besarnyn juuilali 
retribusi terutai ig; 

r. Surat Tagilian Retribusi Daerali yang disingkat STRD adalali 
Surat untuk melakukau Tagilian Retribusi dan atau sonksi 
Administrasi yang berupa buiiga dan atau denda ; 

s. Kas Daerali adalali Kas Daerah. Kabupaten Pacitan. 

BAB I I • 
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan Noma Perizinan bidang Perindustrian dan Perdagangan 
dipungut Retribuai sebagai pembayaran atas pemberian Izin 
Usal ia Industri dan Perdagangan. 



Pasal 3 

Obyek Retribusi adalali pemberian Izin yang meliputi : 
1. Izin Usaha Industri ( lUI ) ; 
2. Surat Izin Usal ia Perdagangan (SIUI) ; 
3. Tanda Daftar Gudang (TDG) ; 
4. Tanda Daftar Perusaliaan (TDF); 
5. Tanda Daftar Industri (TDI). 

Pasal 4 

Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau Dadtui ymig 
luendapat Izin dlbiUang Peruidustrian dan Perdagougati. 

BAB n i 
GOLOHGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi Perizinan di Bidang Perindustrian. dan perdagangan 
digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu. 

- B A B IV 
KETENTUAN PERIZINAN 

Bagiau Pertama. 
Tanda Daftar Industri 

Pasal 6 

(l)Setiap Pendirian Industri yang iiilai Investasi Perusaliaan 
seluruluiya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiali) 
sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutaruxnalij 
wajib memilild TDI; 

(2) Pendirian perusaliaan Industri yang nilai investasi 
Perusaliaan seiurulmya dibawali Rii. 5.000.000.-
(lima ju ta ruinali) tidak termasuk tanali dan bangunan 
tempat usal ia tidak wajib meiuiiild TDI kecuali alas 
permuitaan peurusohaan yang bersangkutoii; 

(3) Terhadap jeni? industri tertentu dalam kelompok itidustri 
ke-cil dengan nilai investasi perusaliaan seluruluiya 
sampai dengan Rp. 200.000,000,- (dua ratus juta rupiali) 
tidak termasiik tanali dan bangunan tempat usaha TDI 
diberlakukan sebagai lUI. 

Bagian kedua 
Izin Usaha industri (lUI) 

Pasal 7 

(1) Setiap Oiang PiibacU atau Baclaii Usaha yang mendiriknn 
maupun melakukan Perluasan Industri Wajib MemiliH Izin 
Useha Industri (lUI) terlebtli daliulu dari Bupat i ; 

(2) Untuk memperoleh lUI mencUrikan perusahaan, didiilinhii 
tolinp iicrsetujunn priiisip atau tanpa melalui tuhap 
persetujuan i)rinsip ; 



(3) Persetujuan prinsip bukmi mempakan izin n i i luk , 
melakukan produksi komersia l ; 

(4) Izin tierluasan industri sebagaimaiia dimaksud ayat (1 ) , 
untuk menambali kapasitas produksinya sebesar-besarnya 
3 0 % (tiga puluh perseii) diatas kapasitas produksi yang 
cUizinkan. . • • 

Bagian Ketlga 
Surat Izin Usalia Perdagangan (SlUF) 

PnsalS 

(1) Setiap Perusaliaan yang melakukan kcgintnii nsnlin 
perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangnii [ 
(SIUP) dari Bupati ; ; 

(2) Stuat Izin Usal ia Perdagangan (SIUP) cUmoksud ayr.l ( i ) ' 
terdiri : 
a. SIUP Kecil 
b. SIUP Meuangaii 
c. S IUPBesa i ' 

(3) SIUP diterbitkaii berdasarkan tempat keduduknn (domisili) . 
Perusaliaan, 

Bagian* Kee'mpat 
Tanda Daftar Gudang (TDG) 

Pasal 9 

(j) Setiap Orang Pribadi atau Badan Hukum yang luemiliki i 
dan/atau menguasai Gudang Wajib memiliki Tanda DaiUn 
Gudang (TDG) dari Bupati ; 

(2) Kewajiban memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) dimaksud 
ayat (1) adalah Gudang yang luas sekurang-kiiraiignya 
10 (sepululi) m'. 

Bagian Kelima 
Tanda Daftar Perusaliaan (TDF) 

Pasal 10 

(1) Setip Orang Pribadi atau Badan Hukum wajib mendallnrkaTi ; 
perusoliaannya dalam daftar iierusaliaan kepada Bupati ; 

(2) Pendaftaraii Perusaliaan dimaksud ayat (1) tenuasuk 
didolamnya Kantor Cabang, Kontor PembanMi, nnnk •• 
lierusaliaan agen dan perwakilan perusaliaan . 

Pasal U 
• * 

Tata cara permohotian , dan, ayarat-ayarat iiengajuan izin ; 
sebagaimaiia dimaksud pada pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 Peraturan 
Daerali ini lebili lanjut ditetapkan oleh Bupati. 



BAB V :, 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pfisal 12 

Struktur clan besaniya tarif ReUibusi TDI , lUI, SIUP, TDG dan 
TDP ditetapkan berduauikon besainya luodal dan investaai yang 
disctor tidak termasuk tanali dan bangunan tempat usaiia. 

Pasal 13 . 

{]) Struktur dan besarnya tarif TDI sebesar Kp. 25.000.-
(dua puluh lima ribu rupiali) ; 

(2) Struktur dan besarnya tarif lUI adalali sebagai beiikiii : 
a. Investasi Perusahaan aiitara Rp, 200.000.0i»0.00 • 

(dua ratus juta rupiali ) ' sampai dengan' 
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus j u ta rupial)) scbesm -
I ^ . 50.000,00 (lima puluh ribu rupiali); , 

b, Investasi Perusaliaan lebili dati Rp. .500.000.0i)0,uO, 
( lima. ratus juta rupiali). sampai de^ngan: 
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyard rupiali) sehcsar • 
Rji. 100.000,00 (seratus ribu rupiali) ; 

0. Investasi Perusaliaan lebili dari Rp. I.OOO.OOO.OOO,(H> 
(satu milyard rupiali) sebesar Rp. 200.000,00 (dun ratus, 
ribu rupiali) . . • 

(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Surat Izin Usnba; 
Perdagangan (SIUP) ditetapkan sebagai berikut : • 
a. Perusaliaan kecil sebesar Rp. 25.000,00 (dua pululi iinifi, 

ribu Tupioli) ; 
b. Perusaliaan Menengali Rp, 50.000,00 (lima pulnh ribu 

rupiali) ; ,' > 
c. Perusaliaan besar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiahj . 

(4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tanda Daftar Gudang 
(TDG) ditetapkan sebagai ber ikut: ' ' 
a. Luas gudang sampai dengan 10 (sepuluh) m' pertamn 

sebesar Rp. 25.000,00(dua puluh l ima ribu ruiiiah); 
b. . Selebihnya untuk setiap m ' • sebesar Rp. i.OOO,-' 

(seribu rupiali) 

(5) Struktur dan . besarnya ^ tarif Retribusi Tanda Dnltar^ 
Perusaliaan (TDP) ditetapkan sebagai berikut: 
a. Perseroan Terbatas (PT) sebesar Rp. 150.000,00^ 

(seratus lima puluh ribu rup i a l i ) ; . • ] 
b. Koperasi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh bnia ribu: 

rupiali) ; . 
c. Persekutuan Komanditer sebesar Rp. 50.000,00! 

(lima puluh ribu rupiali) ; 
d. Firma sebesar Ri). 50.000,00 (lima puluh ribu ruiiiali) ; 
a. Perusaliaan Perorangan sebesar Rp. 25.000,00 

(dua puluh lima ribu rupiali) ; " ' 
f. Bentuk Usaha lainnya sebesar Rp, 150.000,00, 

(seratus lima pululi ribu ru inah) ; , , ^ 



g. BUMN/BUMD sebesai- Rp. 100.000,00 (seratus ribu 
rupiali) ; 

li. Perusahaan Aaing sebesar Pp. 250.000,00 (due ratus liiiia 
puluh ribii rupiah). !• 

BAB VI 
/ WIIAYAHPEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Pasal 13 . . 

Retribusi yang teiliutang dipungut di wilayali daerali tempat 
kedudukan (clomisili) perusaliaan. 

B A B VII ; 
MA3A RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 14 . 

(1) Masa Retribusi Tanda Daftai' Industri (TDI), Izin Usal ia 
, Industri (lUI ), Su ia t Izin Usal ia Perdagangan (SIUP) 

clnn Tnnda Dnftar Gudang (TDG) adalah jangkn seloma 
perusahaan niasih melakukan kegiatan dan setiap 
5 (lima) taliun pengusalia wa j ib melakukan pendaftaraii 
ulaiig -doiigan heaaiuya biaya sebagaimaiia tlimaksnd 
pasal 12; . 

(2) Ma&a ReUibusi Tanda Daftar . Perusaliaan (TDP) untuk 
jongka wdktu selama 5 ( l ima ) taliun. 

(.3) Selamhat-lambatnya 3 (tiga) biilan sebelum hflbi.s masa 
beilakuiiya izin pengusalia wajib memperbaliarui. 

Pasal 15 . 

Retribusi terhutang terjacU pada saat diterbitkaimya SKRD 
atau Dokumen lain yang di peraamakan, 

B A B Vlfl 
. TATA CARA PEMUNGUTAH, PEMBAYARAN 

DAN PENAGIIIAN RETRIBUSI 
Pasal 16 , -, 

(1) Pemtingutan retribusi tidak dapat dilmroiigkon ; 

, (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen loin yang dipersomakan. 

- Pasal 17 ; 

(1) Pembayaran Retribusi J'ang terhutang l iarus dilunasi 

(2) Tata cm'a pembayaran penyetoron dan tempat pembayaran 
Retribusi ditetapkan lebili lanjut oleh Bupati. \ 



D A B IX • 
KETEHTUAN PIDANA DAN FENYIDIKAN 

PasB-l 18 

(1) Pelanggiii flJi terhadap keteutuaii dimaksud dalam 
pasal 6, 7, S, 0 dan 10 Peraturan Daerali ini diancom dengan 
hukuman kurungan paling lama 6 (enora) bulan atau denda • 
prtbng bauyak 4 (empflt) kali jumlali retribusi yang 
teilmtajig; 

(2) Tindak pidana sebagaimaiia dimaksud pada ayat (I) adalafi; 
pelanggaran, ; 

Pasal 19 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sijiil tertentu di lingkungan 
Pemerintali Daerali diberi wewenaiig Idiusus sebagai; 
peujidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana. 
di bidang Retribusi Daerali. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 
adalal i : .; • • ' • i 
a. Menerima, mencori don menguitipulkan serta meneUti 

keterangmi atau laporan berkenaaii dengan 
tindak pldmia di bidang reUibusI Daerali agar keterangan, 

- atau lajioi Qii tersebut menjadi lebili lengkap dan jelas ; 
b. MeneHti, mencari dan mengumpulkan keterangan ̂  

mengenai orang iiribadi atau badan tentang kebenaran. 
V periiuatan yang dilakukan sehubungan dengan, 

tindak pidana retribusi daeral i ; ^ 
c. Mcininta keterangan dan bahan Imkti dari orang jiribadi; 

atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana' 
retribusi daera l i ; : -

. d. MemeriksQ buku-buku, catatan-cataton dan dokumen--
dokumen loin berkenann dengan tinctak pidnna di bidang! 
retribusi daerali ; 

e. Melakukan peiiggeledalian ruituk meadapatlmn balian: 
buldi pembukuaii, pencatataii dan dokumen-dokumen 

, Iain serta melakukan penjatnan terhadap balian buktif 
,• tersebut ; 

f. Meminta baiituan teiiaga alili dalaui raiigka pelaksanaan ; 
tugas penyelidikmi tindak pidana di bidang retribusi. 

, dacrnh ;. ••' ' • , •. • 
g. Meiiyiiriih berhenti, melarong seseoraiig meninggfllkan: 

luangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang; 
beilongsung dan memeriksa identitas orang atau • 
dolaimen ..yang dibawn sebagaimana dimaksud pada ' 
lu ini f c ; 

h. Ivlemotret seseorang yang berkaitan dengan tindak; 
pidona Reti'ibusi Daera l i ; 

i. Memanggil orang. untuk didengar keterangan dan! 
di])erik3a sebagai tersongka atau s aks i ; 

^ j . Mengheiitikon penyidikan ; ' 
k. Melakukan tmdakan Iain yang perlu untuk kelancaran 

Iieiijddiknn tindak pidona dibidong retribusi Daerali ; 
menurut hukum youg <lapat dipertanggung jawabkaii. 



(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal Ini 
memberitaliukan dimulainya penyidikan dan 

. menyampaikaii l iasi l penjddikannya kepada Penuntut 
Umum aesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-undang Nomor 8 Ta l iun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. 

B A B X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Hal-iial yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerali ini, 
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebili 
lanjut oleh Bupati. 

Pasal 21 

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintalikan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
pada tanggal 7 - 7 - 2003 



(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai 
dengan ketmituan y a i ^ diatur dalam Undai^-undang Nomor 8 
Tahun 1931 tentang Hukum Acara Hdana. 

B A B X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, 
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih 
lanjut oleh Bupati. 

Pasal 21 

Peraturan Daerah ini muloi berlaku pada tane^ed diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
thdom Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
padatan^al 7 - 7 - 2003 

BUPATI P A C m U f 

Cap. ttd. 

3 U T R I 3 N O 
Diundangkan di Padtan 
pada tanggal 7 - 7 - 2003 

8EKRETARI3 DAERAH 

Drs. SUDJIMAN. MM. 
Pembina Utoma Madya 

NIP. 510 049 978 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAOTAN TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI C. 


